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Abstract

The aims of this research are (a) to design scenario of strategy on management development of
Gili Sulat ocean conservation zone, which are integrated and sustainable (b) to predict economic,
social, and ecology impacts on sustainable management of Gili Sulat ocean conservation zone.
The research has been conducted in Gili Sulat ocean conservation zone, East Lombok by using
survey, observation, and stakeholders’ participatory methods. The collected data have been
analyzed by using laboratory and trade-off analysis. The result indicates that : (1) The scenario
of management development of sustainable Gili Sulat ocean conservation zone is C scenario (75
% from potential useful zone) (2) The estimation of sustainable economic impacts are on Gross
Domestic Regional Product (GDRP), total production, income, and export value as follows Rp.
840,360,768; 81,528 kg; Rp. 416, 471, 684; and US $ 94,125. (3) The estimation of sustainable
social impact are on workforce, i.e. 10,620 men days and informal sector development with score
41. (4) The estimation of sustainable ecology impact are on BOD (biological oxygen demand),
Nitrogen (NO;), Phosphor (PO,), coral reef quality, and mangrove forest quality as follows:
0.560 ppm; 0.028 ppm; 2.946 ppm; score 29; and score 33.
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1. Pendahuluan

Adanya penetapan Kawasan Gili Sulat
sebagai suatu kawasan konservasi laut daerah
(KKLD) pada tahun 2006 tidak berarti kawasan
tersebut tidak boleh dimanfaatkan bagi kepentingan
pengembangan ekonomi wilayah. Tetapi penetapan
itu bertujuan selain pemanfaatan dari aspek
lingkungan juga dapat dimanfaatkan secara optimal
bagi kepentingan ekonomi dan sosial, sehingga
dalam pemanfaatannya harus diatur menurut luas
dan kaidah pelestarian lingkungan. Menurut
Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI
(2003) bahwa rencana detail tata ruang kawasan
konservasi laut Gili Sulat terdapat tiga zona yaitu
(@ zona perlindungan, diperlukan  untuk
kepentingan perlindungan kawasan (melindungi
habitat, populasi biota laut dan pesisir). (b) Zona
pemanfaatan (rekreasi). Daerah pengembangan
pariwisata alam laut yang intensif dan multiguna
(c). Zona pendukung (pemanfaatan tradisional)
terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat
lokal dalam memanfaatkan biota laut khususnhya
penangkapan dengan pancing dan budidaya.

Pengelolaan kawasan konservasi laut Gili
Sulat baik dalam jangka menengah maupun dalam
jangka panjang harus terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu (2001)
bahwa rancangan pengelolaan harus terpadu baik

dari aspek keilmuan, sektoral dan Kketerkaitan
ekologis. Untuk menjawab keterpaduan dan
keberlanjutan tersebut, maka penelitian ini harus
dirancang sedemikian rupa sehingga pengelolaannya
terpadu dan berkelanjutan. Rancangan itu harus
dijawab berdasarkan atas analisis dampak ekonomi,
sosial dan lingkungan. Segala keputusan yang
diambil dalam pengelolaan kawasan ini harus
melibatkan partisipasi stakeholders. Stakeholders
juga yang memantau dan  mengevaluasi
pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut di atas
maka telah dilakukan penelitian dengan tujuan (1)
untuk merancang skenario strategi pengembangan
pengelolaan kawasan konservasi laut Gili Sulat yang
berdimensi  terpadu dan  berkelanjutan  (2)
Memperkirakan dampak ekonomi, sosial dan
ekologi pada pengelolaan kawasan konservasi laut
Gili Sulat berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei
— September 2009 di Kawasan Konservasi Laut Gili
Sulat Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah (1) metode survey (Nazir M., 1988), (2)
metode partisipasi stakeholders dalam pengambilan
keputusan (Brown et al., 2001), dan (3) metode
pengamatan lapang terhadap kualitas air, kualitas
hutan mangrove, dan kualitas terumbu karang .
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Kualitas air yang menjadi fokus penelitian ini
dibatasi pada BOD (Biological Oxygen Demand), N
(Nitrogen) dan P (Phosphor). Data ini diperoleh
dari hasil pengamatan atau analisis laboratorium
Analitik Unram. Contoh air diambil secara
purposive pada 8 titik pengamatan (stasion).

Data yang terkumpul dianalisis dengan
Trade-off Analysis (TOA). Menurut Brown et al.
(2001) dan Abubakar (2008) bahwa terdapat enam
langkah yang harus dilakukan dalam Trade-Off
Analysis. Langkah tersebut adalah : (1) membuat
rancangan skenario pengelolaan yaitu: (a) skenario
A (existing condition) (b) skenario B vyaitu
pengembangan budidaya sebesar 50 % dari potensi
zona pendukung (pemanfaatan tradisional) yang
ada. (c) skenario C yaitu pengembangan budidaya
sebesar 75 % dari potensi zona pendukung yang
ada, dan (d) skenario D yaitu pengembangan
budidaya sebesar 100 %  dari potensi zona
pendukung. (2) Menentukan kriteria dan dampak.
Kriteria yang dipakai adalah kriteria ekonomi,
sosial, dan ekologi. Kriteria ekonomi dengan sub
kriteria : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

produksi, pendapatan, dan devisa. Kriteria sosial
dengan sub kriteria penyerapan tenaga kerja dan
perkembangan sektor informal. Sedangkan kriteria
ekologi dengan sub kriteria BOD (Biological
Oxygen Demand), N (Nitrogen), P (Phosphor),
kualitas terumbu karang, dan kualitas hutan
mangrove. (3) Menentukan skor (4) Melibatkan
pilihan stakeholders dalam menyusun peringkat
skenario kebijakan. (5) Mengidentiikasi bobot
peringkat skenario ekonomi, sosial, dan ekologi (6)
melakukan penilaian terhadap skenario.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dampak skenario A (existing condition)

Pada kondisi sekarang kegiatan ekonomi
secara tradisional di KKLD Gili Sulat dilakukan
oleh nelayan dengan kegiatan penangkapan ikan.
Kegiatan pariwisata dan kegitan budidaya seperti
budidaya kerapu, budidaya rumput laut tidak ada.
Secara rinci dampak kegiatan ekonomi terhadap
aspek ekonomi, sosial dan ekologi dapat dilihat pada
Tabel 1 (satu).

Tabel 1. Dampak kegiatan ekonomi saat ini (existing condition) terhadap aspek ekonomi, sosial dan ekologi KKLD

Gili Sulat Tahun 2009

Kriteria dan Sub Kriteria Dampak Nilai Total
Ekonomi :
a. PDRB (Rp) 37.896.768
b. Produksi (kg) 4.368
c. Pendapatan (Rp) 12.667.484
d. Devisa (US $) 0
Sosial :
a. Penyerapan tenaga kerja (HOK) 1.440
b. Perkembangan sektor informal (skor) 4
Ekologi :
a. BOD (ppm) 0,320
b. N (ppm) 0,016
c. P (ppm) 2,455
d. Kualitas t. karang (skor) 13
e. Kualitas Mangrove (skor) 15

Sumber : data primer diolah

Pada kondisi sekarang dampak kegiatan
penangkapan ikan terhadap aspek ekonomi seperti
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar
Rp. 37.896.768, total produksi ikan sebesar 4.368
kg, total pendapatan nelayan sebesar Rp.
12.667.484 dan devisa sebesar US $ 0 (nol). Dari
aspek sosial diperoleh penyerapan tenaga kerja
sebesar 1.440 HOK dengan perkembangan sektor
informal sangat rendah vyaitu skor 4 (empat).
Dampak limbah perairan seperti BOD sebesar 0,320

ppm; limbah N (Nitrogen) sebesar 0,016 ppm;
limbah P (phospor) sebesar 2,455. Dampaknya
terhadap keberadaan terumbu karang dengan skor
sebesar 13 dan dampak terhadap keberadaan hutan
mangrove dengan skor sebesar 15. Rendahnya skor
keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove
disebabkan oleh pemanfaatan yang kurang
terkendali terhadap sumberdaya tersebut sebagai
akibat pemanfaatan yang bersifat akses terbuka
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(open access), di mana semua orang boleh
memanfaatkan sumberdaya tersebut.

3.2 Perkiraan Dampak pengembangan skenario
B, skenario C, dan skenario D

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa
secara aklamasi stakeholder memilih
pengembangan budidaya rumput laut sebagai
alternatif yang sangat strategis untuk dilakukan
pada zona pendukung. Hal ini sangat beralasan
mengingat rumput laut memiliki peluang pasar yang
besar, mudah teknologinya, investasinya murah dan
rumput laut merupakan salah produk andalan untuk
dikembangkan di NTB.

Berdasarkan hal tersebut, jika
dikembangkan menurut skenari B  dengan
mempertahankan kegiatan penangkapan ikan oleh
nelayan lokal sebanyak 2 orang/hari, maka dampak
ekonomi yang ditimbulkan seperti PDRB, produksi,
pendapatan, dan devisa masing-masing : Rp.
572.872.768,- 55.808 kg, Rp. 281.870.284 dan US $
62,750. Devisa ini diperoleh dari perkalian antara
harga ekspor rumput laut (Free On Boat) sebesar
US $ 1.21988/kg dengan jumlah produksi rumput
laut. Jika dikembangkan budidaya rumput laut
dengan skenario C, maka dampak ekonomi yang
ditimbulkan seperti PDRB, produksi, pendapatan,
dan devisa masing-masing : Rp. 840.360.768,-
81.528 kg, Rp. 416.471.684, dan US $ 94,125. Jika
dikembangkan budidaya rumput laut dengan
skenario D, maka dampak ekonomi yang
ditimbulkan seperti PDRB, produksi, pendapatan,
dan devisa masing-masing : Rp. 1.107.848.768;
107.248 kg; Rp. 551.073.084; dan US $ 125,500.
Dilihat dari perubahan ekonomi masyarakat sebagai
akibat dari pengembangan pengelolaan kawasan
konservasi laut Gili Sulat, maka upaya ini sangat
membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat
pesisir. Hal ini sejalan dengan program pemerintah
yang secara terus menerus mengedepankan
pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan sekaligus
dapat mengentaskan kemiskinan (pro poor). Secara
rinci perkiraan dampak skenario B; scenario C; dan
scenario D terhadap aspek ekonomi, sosial, dan
ekologi dapat dilihat pada Tabel 2.

Ditinjau dari dampak sosial, maka dengan
pengembangan pengelolaan kawasan konservasi
laut Gili Sulat skenario D memiliki nilai yang lebih
tinggi dari skenario C dan skenario B. Dalam
setahun diasumsikan bahwa setiap rakit dapat
ditanami dengan rumput laut sebanyak delapan kali,
setiap proses produksi membutuhkan waktu 40 — 45
hari. Dengan demikian diperkirakan jumlah tenaga
kerja yang terserap sebanyak 7.560 HOK (skenario

B); 10.620 HOK (skenario C); dan 13.680 HOK
(skenario D). Penyerapan tenaga Kkerja bagi
masyarakat pesisir berarti terdapat peluang untuk
memperoleh upah atau gaji. Upah atau gaji inilah
yang dapat dimanfaatkan untuk membeli berbagai
keperluan barang konsumsi baik yang primer
maupun yang sekunder. Pengalokasian upah atau
gaji tenaga kerja ini berdampak pada tumbuh dan
berkembangnya sektor informal yang akan
menyediadakan seluruh kebutuhan masyarakat
seperti kios, warung, dan sektor informal lainnya.
Dari Tabel 2 (dua) menunjukkan bahwa skor
perkembangan sektor informal sebesar 26 (skenario
B), 41 (skenario C), dan 19 (skenario D). Tingginya
penyerapan tenaga Kkerja dan nilai  skor
perkembangan sektor informal pada pengembangan
pengelolaan kawasan konservasi laut Gili Sulat dari
pada kondisi existing memberikan arti bahwa
pengembangan pengelolaan kawasan ini sangat
membantu pemerintah dalam program perluasan
lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (pro
job).

Dilihat dari aspek lingkungan, adanya
kegiatan budidaya rumput laut tidak secara
signifikan berdampak pada peningkatan nilai BOD,
nitrogen, dan phospor. Hal ini disebabkan oleh tidak
adanya penggunaan zat kimia berbahaya, dan pakan
buatan dalam budidaya rumput laut. Tingginya nilai
BOD, nitrogen, dan phospor sangat mungkin
diakibatkan oleh penggiatan ekonomi di daratan.
Pada pesisir sekitar KKLD Gili Sulat terdapat areal
tambak rakyat, budidaya mutiara, dan budidaya
kerapu dalam keramba jaring apung. Menurut Boyd
(1999) semakin tinggi produktivitas udang dan
budidaya lainnya yang menggunakan pakan buatan
dan obat-obatan akan mengakibatkan limbah
buangan ke perairan juga semakin tinggi. Selain itu
dikhawatirkan masyarakat semakin meningkatkan
penggunaan bahan kimia berbahaya seperti obat-
obatan pertanian, pupuk an organik dalam
melaksanakan kegiatan budidaya di lahan daratan.
Akan tetapi peningkatan ini masih dalam batas yang
belum membahayakan. Diperkirakan nilai BOD,
nitrogen, dan phospor jika dikembangkan budidaya
rumput laut masing-masing adalah 0,480 ppm;
0,024 ppm; dan 2,701 ppm (skenario B); 0,560 ppm;
0,028 ppm; dan 2,946 (skenario C); 0,640 ppm;
0,032 ppm; 3,192 ppm (skenario D). Nilai ini
menurut Widigdo (2000) masih dalam kewajaran
sehingga jika pada areal tambak sekitar Desa Sugian
dengan mengambil air dari perairan KKLD Gili
Sulat masih dalam batas toleransi.
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Tabel 2. Perkiraan Dampak Pengembangan Skenario B, Skenario C, dan Skenario D Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial
dan Ekologi di Kawasan Konservasi Laut Gili Sulat

Kriteria dan Sub Kriteria Dampak Skenario
B C D

Ekonomi :
a. PDRB (Rp) 572.872.768 840.360.768 1.107.848.768
b. Produksi (kg) 55.808 81.528 107.248
c. Pendapatan (Rp) 281.870.284 416.471.684 551.073.084
d. Devisa (US $) 62,750 94,125 125,500
Sosial :
a. Penyerapan Tenaga Kerja (HOK) 7.560 10.620 13.680
b. Perk. sektor informal (skor) 26 41 19
Ekologi :
a. BOD (ppm) 0,480 0,560 0,640
b. N (ppm) 0,024 0,028 0,032
c. P (ppm) 2,701 2,946 3,192
d. Kualitas t. karang (skor) 31 29 17
e. Kualitas Mangrove (skor) 29 33 14

Sumber : Data primer diolah

Sejalan dengan adanya budidaya rumput lingkungan (trade off), maka pengembangan

laut di areal pendukung KKLD Gili Sulat, secara
tidak langsung memberikan peluang peningkatan
perbaikan sumberdaya hutan mangrove dan terumbu
karang. Masyarakat yang melakukan budidaya
rumput laut akan menjaga areal budidaya dari waktu
ke waktu sekaligus dapat memantau gerakan
penangkapan ikan dengan bom, pengambilan
terumbu karang dan hutan mangrove. Pada kondisi
inilah  dimulainya perbaikan kondisi  hutan
mangrove dan terumbu karang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa skor perkembangan terumbu
karang dan mangrove masing-masing sebesar : 31
dan 29 (skenario B); 29 dan 33 (skenario C); 17 dan
14 (skenario D).

3.3 Strategi Pengembangan pengelolaan
Kawasan Konservasi Laut Gili Sulat

Dilihat dari aspek ekonomi, pengembangan
pengelolaan dengan skenario D memberikan nilai
dampak tertinggi karena dengan menambah luas
areal untuk budidaya rumput laut berakibat pada
meningkatnya produksi, pendapatan, PDRB, dan
devisa. Kondisi ini berbeda dengan jika ditinjau dari
aspek sosial di mana justru dengan pengembangan
75 % areal untuk budidaya rumput laut cenderung
berdampak lebih tinggi pada produksi, pendapatan,
PDRB, dan devisa. Stakeholders berpendapat bahwa
budidaya rumput laut di KKLD Gili Sulat sebaiknya
75 % saja dari potensi dan sisanya untuk ruang
transportasi laut. Ditinjau dari aspek lingkungan
justru lebih tinggi skornya pada kondisi existing.
Namun demikian jika aspek ekonomi, sosial, dan
ekologi menjadi dasar pertimbangan dalam satu
kesatuan, di mana keunggulan aspek ekonomi dan
sosial harus dipadukan dengan kerugian dari aspek

pengelolaan KKLD Gili Sulat cenderung yang
terbaik adalah skenario pengembangan C.

Walaupun dilihat dari skor aspek ekonomi,
sosial, dan ekologi skenario pengembangan C
merupakan pengembangan yang terbaik, sebaiknya
dalam kajian ini mencoba memasukkan pandangan
berbagai  stakeholders  dalam  pengambilan
keputusan pengelolaannya. Ini sangat dimungkinkan
mengingat dalam era reformasi dan demokratisasi
ini, keputusan pengelolaan sumberdaya selalu
mempertimbangkan masukan, pandangan, dan
pengaruh berbagai stakeholders. Menurut hasil
penelitian bahwa dari aspek ekonomi dan sosial
stakeholders menempatkan skenario C sebagai
strategi pertama menyusul skenario D dan skenario
B. Secara umum stakeholders sepakat memberikan
peluang untuk pengembangan pengelolaan zona
pendukung KKLD Gili Sulat untuk budidaya
rumput laut. Hasil perkalian antara skor dampak
pada berbagai skenario pengembangan dengan
pilihan stakeholders tetap memberikan nilai
tertinggi pada skenario pengembangan pengelolaan
C.

Selain pandangan stakeholders yang terkait
dengan pengelolaan KKLD Gili Sulat, masih
diperlukan pandangan para pakar tentang bagaimana
memasukkan bobot kepentingan aspek ekonomi,
sosial dan ekologi dalam proses pengambilan
keputusan. Pada masyarakat yang secara ekonomi
lebih mapan lebih mengutamakan aspek sosial dari
pada aspek ekologi dan aspek ekonomi dalam
pengambilan keputusan pengembangan kawasan
pembangunan. Menurut Brown et al. (2001) bahwa
isu sosial memiliki bobot tertinggi di bandingkan
dengan bobot isu ekologi dan ekonomi. Berbeda



Jurnal Bumi Lestari, Volume 10 No. 2, Agustus 2010. him. 256 — 262

dengan bobot kriteria yang ada pada negara sedang
berkembang seperti Indonesia di mana kondisi
ekonomi masyarakat yang masih rendah, bobot
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam bagi
kepentingan pembangunan lebih ditonjolkan dari
pada bobot ekologi dan sosial. Hasil penelitian yang
dilaporkan Abubakar (2008) menunjukkan bahwa

nilai bobot ekonomi, sosial dan ekologi berturut-
turut sebesar 0,48 ; 0,20 dan 0,32. Ini berarti bahwa
dalam pertimbangan pengelolaan sumberdaya
pembangunan lebih mementingkan aspek ekonomi,
setelah itu aspek ekologi dan terakhir aspek sosial.

Tabel 3 : Strategi pengembangan pengelolaan KKLD Gili Sulat

Skenario

Dampak A B C D
Ekonomi 0.00 55.92 132.12 144.00
Sosial 0.00 25.50 64.23 42.16
Ekologi 94.99 32.07 29.00 9.96
Total Umum 94.99 113.49 225.35 196.12
General average 31.66 37.83 75.12 65.37
Strategi 4 3 1 2

Sumber : Data primer diolah
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Gambar 1 : Strategi pengembangan pengelolaan
KKLD Gili Sulat Lombok Timur

Perkalian antara skor dampak dengan pilihan
stakeholders inilah yang merupakan akhir dari
analisis trade off pengembangan pengelolaan
KKLD Gili Sulat. Dari hasil perhitungan seperti
yang terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 1 (satu)

menunjukkan bahwa skenario pengembangan
pengelolaan KKLD Gili Sulat skenario C
merupakan strategi pengembangan yang

berkelanjutan (sustainable).

3.4 Arahan pengelolaan KKLD Gili Sulat
berkelanjutan

Hasil analisis Trade Off menunjukkan
bahwa luas zona pemanfaatan KKLD Gili Sulat
yang dapat dibudidayakan rumput laut berdimensi
berkelanjutan adalah skeanrio C. Ini berarti bahwa
25 % dari zona pendukung KKLD tersebut
diperuntukan untuk transportasi menuju Gili Sulat
dan Gili Lawang. Pengelolaan zona pendukung
KKLD Gili Sulat ini harus dilakukan dengan

mempertimbangkan partisipasi masyarakat sekitar.
Masyarakat yang terlibat dapat dikelompokkan
dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdapat
pengurus seperti adanya ketua, sekretaris,
bendahara, dan beberapa anggota kelompok.
Gabungan  dari  kelompok-kelompok  akan
membentuk gabungan kelompok pembudidaya
pesisir dan laut atau disingkat GKP2L.
Pembudidaya rumput laut ini diharapkan secara
bersama-sama dengan pengelola KKLD Gili Sulat,
Komunitas Dua Pulau, dan masyarakat pesisir
secara umum bertanggung jawab baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap
pelestarian sumberdaya hutan mangrove, terumbu
karang, dan padang lamun. Selain itu juga

diharapkan masyarakat pembudidaya rumput laut
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan awig-awiq
pengelolaan KKLD Gili Sulat yang telah disepakati
bersama  seperti mentaati semua larangan
menangkap ikan dalam zona inti, mengambil
terumbu karang dan mangrove, menggunakan bahan
beracun atau bom dalam penangkapan ikan.

Pada umumnya nelayan sekitar KKLD Gili
Sulat belum pernah memiliki pengalaman dalam
pembudidayaan rumput laut. Sebelum memulai
budidaya rumput laut diperlukan adanya upaya
penyuluhan. Secara teknis budidaya rumput laut
disulunkan agar mereka tahu, mau dan mampu
melaksanakannya. Sebelum proses penyuluhan
dimulai sebaiknya ada uji coba budidaya rumput
laut untuk mendapatkan gambaran nyata tentang
hasil produksi bermutu sesuai dengan tuntutan pasar
baik dari aspek kualitas, kuantitas maupun
kontinuitasnya. Materi yang disuluhkan juga
sebaiknya dapat memberikan gambaran secara
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ekonomis bahwa dengan budidaya rumput laut
dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi
masyarakat pelaku budidaya. Gambaran tentang
harga rumput laut yang ada di pasar baik pasar
lokal, pasar domestik maupun pasar internasional
harus diberikan juga pada masyarakat. Gambaran
mutu produk ruput laut yang diinginkan oleh pasar
juga harus diberikan. Sehingga pada akhirnya
masyarakat yakin bahwa dengan budidaya rumput
laut dapat meningkatkan kesejahteraan.

Membangun budidaya rumput laut juga
dilaksanakan sesuai dengan kaidah agribisnis yaitu
dimulai dari sub sistem input seperti penyediaan
bibit, media rakit, dan input lainnya. Pada sub
sistem produksi sedapat mungkin dilaksanakan
dengan teknologi yang memberikan produksi yang
tinggi, perlakuan panen dan pasca panen yang dapat
menghasilkan mutu produk rumput laut sesuai
dengan tuntutan pasar. Pada sub sistem pemasaran
sedapat mungkin dapat melakukan pemasaran
rumput laut yang berhasil guna (efisien). Sedangkan
pada sub sistem penunjang dapat memberikan
kemudahan permodalan, penyuluhan dan penunjang
lainnya.

Kawasan Konservasi Laut Gili Sulat
memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatan
secara baik bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pemanfaatan potensi tersebut harus dilaksanakan
secara terpadu. GESAMP (2001) menyatakan
bahwa dalam banyak hal budidaya perairan
termasuk budidaya rumput laut berpengaruh
terhadap kualitas air dan degradasi habitat sehingga
diperlukan pengelolaan budidaya rumput laut harus
dilakukan secara terpadu. Berdasarkan temuan
lapangan menunjukkan bahwa dinas terkait dengan
pengelolaan KKLD Gili Sulat masih bergerak
secara parsial, Dinas Kehutanan mengurus hutan
mangrove di dua pulau, Dinas Perikanan dan
Kelautan mengurus perikanan laut dan budidaya,
Dinas Pariwisata mengurus berbagai atraksi terkait
dengan wisata di wilayah pesisir. Pada hal
sebenarnya dalam pengelolaan wilayah pesisir agar
berkelanjutan diperlukan adanya keterpaduan
seperti yang pernah dilakukan oleh berbagai negara
antara lain Sri Lanka mulai pada tahun 1984, New
Zealand mulai tahun 1991 dan Thailand yang
menerapkan ICM secara lokal dalam pengelolaan
akuakultur pesisir dengan integrasi vertikal maupun
horizontal (GESAMP 2001).

Pengalaman negara-negara tersebut di atas
dalam pengelolaan wilayah pesisir diperlukan
adanya badan tertentu sebagai pengelola, namun
demikian dalam kajian ini tidak bermaksud
menyarankan adanya suatu badan lain yang secara

khusus untuk mengelola KKLD karena telah ada
pengelola KKLD Gili Sulat, selain itu pembentukan
badan tertentu berarti melibatkan banyak tenaga dan
biaya, akan tetapi diperlukan adanya keterpaduan
berbagai dinas instansi yang terkait dengan wilayah
pesisir guna melaksanakan fungsi manajemen
seperti yang diterangkan oleh Olsen et al. (1999)
dalam Budiharsono (2001), Christie (2005) mulai
dari (a) identifikasi dan penilaian permasalahan
yang berkaitan dengan KKLD Gili Sulat pada skala
lokal (b) penyiapan rencana atau program (c)
pengadopsian program secara resmi dan pembiayaan
(d) pelaksanaan dan (e) evaluasi. Kegiatan
manajemen seperti itu dapat dilaksanakan dan
dievaluasi dari waktu ke waktu dibawah koordinasi
satu dinas yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan.

Rencana pengelolaan KKLD Gili Sulat
secara terpadu merupakan bagian dari rencana
pengelolaan wilayah pesisir terpadu, demikian juga
dengan pengelolaan hutan mangrove, pengelolaan
pariwisata di wilayah pesisir juga merupakan bagian
dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Rencana
pengelolaan ini tertuang dalam suatu rencana
strategis wilayah pesisir Kabupaten Lombok Timur
yang berlaku selama lima tahun dan dapat dievaluasi
secara terus menerus. Kelemahan tahun sebelumnya
dapat menjadi masukan bagi periode berikutnya.
Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dapat
dilakukan secara bersama oleh dinas instansi terkait.
Pembuatan rencana pengelolaan wilayah pesisir
terpadu secara lokal dapat dilakukan yang
merupakan amanat dari Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi
daerah.

Suatu keyakinan besar bila rencana
pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  dapat
dilaksanakan, maka kemungkinan dampak ekologi
yang dikhawatirkan Boyd (1999) yang ditimbulkan
oleh berbagai aktivitas ekonomi di wilayah pesisir
dapat diminimalisir. Demikian juga dengan hutan
mangrove, terumbu karang dan lainnya akan terjaga
kualitasnya, sehingga dapat mendukung
keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir dan
lautan khususnya pengelolaan KKLD Gili Sulat.

4. Simpulan

Strategi pengembangan pengelolaan
kawasan konservasi laut Gili Sulat adalah (1)
strategi satu, adalah skenario C, (2) strategi dua
adalah skenario D, (3) strategi tiga adalah skenario
B dan (4) strategi empat adalah skenario A.
Pengembangan pengelolaan yang berdimensi
berkelanjutan adalah strategi satu. Perkiraan dampak
pengelolaan kawasan konservasi laut Gili Sulat yang

261



Jurnal Bumi Lestari, Volume 10 No. 2, Agustus 2010. him. 256 — 262

berdimensi berkelanjutan dari (1) aspek ekonomi
seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
produksi, pendapatan dan devisa masing-masing
Rp. 840.360.768; 81.528 kg; Rp. 416. 471. 684; dan

masing-masing 10.620 HOK dan skor 41. (3) aspek
ekologi seperti BOD, Nitrogen, Phospor, kualitas
terumbu karang, dan kualitas hutan mangrove
masing-masing : 0,560 ppm; 0,028 ppm; 2,946 ppm;

US $ 94,125 (2) aspek sosial seperti penyerapan  skor 29; dan skor 33.

tenaga kerja dan perkembangan sektor informal
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